
BUIATI I{ATINGAI{

PERATUR:AN BUPATI I(ATING.OIN

NOMO]R }I TATIUN 2OL2

TENTANG

TATA CARA PE]IIERIKSAAI{ PA^IAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAIIA ESII

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

bahwa dala:rr rangka pelaksaan Otonomi Daerah yang

luas, nyata ctan ber-tanggung jawalr di Kabupaten Katingan

,"rf, iilak rkan p"rft"rtiatt dan pengaturan kemba]i

mengenai tala. cara penagihan pajetk daerah;

bahwa dal.am rangka pertirnbangan sebagaimana

dimaksudprrdahurufad'iatasdemsebagaipelaksanaan
ketentuan p,asal 70 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2}ll tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan

BupatiKatingantentangTataCaraPemeriksaanPajak
Daerah;

Undang-Und.ang Nomor 5 'I'ahun 2OO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katinga'n, Kabupaten Seruyan'

kabupaten lliukamaia, KabupaterLL Lamandau, Kabupaten

Gunung Miits, Kabupaten Fuk'r"ng Pisau' Kabupaten

Murung Ralra dan Kabupaten Barito Timur di wilay'ah
provinsi Kalimantan tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 1iS, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

Undang-Undrang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar:'an Negara Republik

Indonesia Tz,rhun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran

*.**" Reprrrblik Ind'onesia Nomor 44371, sebagaimana

tellh diuballr beberapa kali, te'akhir dengan Undang-

Undang Nonror 12 Tairun 2OOg terrtang Perubahan Kedua

Atas dndang_Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 Tentang

Pemerintahan Daer-ah (Lembarran Negara Republik

Indonesia Ti;Lhun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Repurblik Indonesia Nomor a8afl;

2.

3. Undang-Undl.,ang Nomor 33
Perimbangarr Keuangan Antara
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2OA4 Nomor L26, Tamb'r'Lhan

Republik Indionesia Nomor aa34;

'll'ahun 2OO4 tentang
Pemerintah Pusat dan

Republik Indonesia
Lembaran Negara

4.Undang-undangNomor28Tahun2oogtentangPajakdryr
Retribusi Oa.erlh (Lembaran Neg;rara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambr:rlran Lembaran Negara

Republik Indlonesia Nomor a9L6);



8.

5.

6.

7.

10.

11.

t2.

Undang-Undang Nomor 12 '['ahun 2OlL tentang
Pembentuka:n Peraturan Perudanll-Undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Talr'un 2OLL Nomor 82,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a\
Peraturan lPemerintah Republik Indonesia Nomor 16

Tahun tgg4 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri

sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L994
Nomor 22, Tambahan 16m$aran Negara Republik
Indonesia Norror l5+7);

Peraturan F'emerintah Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2OO1Z tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO2 Nomor 33, Tambahan Lerr:rbaran Negara Republik
Indonesia Notnor 4Dal;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2OO5 tenta.ng Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahurn 2005 Nomor 165,
Tambahan L,r:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5e3 );
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintaharr Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaterr I Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahr-rn 2OO7 Nomor 82,
Tambahan Lr:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a737 );
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4L
Tahun 2OO',7 tentang Organisarsi Perangkat Daerah
(Lembaran N,egara Republik Indonr:sia Tahun 2OOT Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7a\;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3).

Peraturan Daerah Kabupaten Kati.ngan Nomor 3 Tahun
2}ll tentang Perubahan Ata.s Peraturan Daerah
Kabupaten Ihtingana Nomor 5 Tahunn 2OO8 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Din,as Daerah Kabupaten
Katingan (Lernbaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2}lt Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Nonnor 3);

Peraturan DaLerah Kabupaten Katlngan Nomor 8 Tahun
2OLL tentang Pajak Daerah (Lembiaran Daerah Kabupaten
Katingan Ta.trun 2All Nomor 8 Tambatran Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8);

9.

13.



Menetapkan :

M:EMUTUSI(AN :

PERATURAN TIUPATI I(ATINGAN
PEIYIERIKSAAN PAJAK DAERATI.

II'ENTANG TATA CARA

BAB I

K$TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturau Bupati ini, yang dirnr'aksud dengan :

(1)PemerintaheunDaerahadalahpenyelenggaraallurusall' ' p"rrr"rintahaLn oleh Pemerintah Daerah dan DPI1D

menurut asiils otonomi dan tugls pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas - luasnya italam sistem dan prinsip
'trt"gu.r, Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Terhun 1945;

(2)Pemerintah,DaerahadalahBupatjidanPerangkatDaerah
sebagai penlrelenggara Pemerintah Daerah;

(3) Bupati adalah BuPati Katingan;

(4) Perangkat Daerah adalah Organisasi -/ Lembaga pada
' Pemerintah Daerah, terdiri ates Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, bit." Daerakr dan Lembaga Teknis
Daerah;

(5) Dinas Penclapatan Daerah, yarng sSlanjutnya disebut

Dinas adalah Dinas Pendapatran Daerah Kabupaten

Katingan.

(6) Pemeriksaan adalah serangkaian' kegiatan menghimpun
dan mengoJtah data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu stanrlar pemeriksaan unt.uk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau
iujuan lain dalam rangka m,elaksanakan ketentuan
peraturanperundang-undanganperpajakandaerahdan
Retribusi DeLerah.

(7) Pemeriksa P',ajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Dinas Penclapatan Daerah Katrupaten Katingan atau

tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas,
wewenang, d"" tanggung jawab untuk melaksanakan
pemeriksaan Pajak.

(8) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk rnengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meli.puti harta, kewajiban,
modal, perrghasiian dan biaya", serta jumlah harga
perolehan dzrn penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
d"rrgur, *"rryusrn laporan keuarrgan berupa neraca dan
hp&an hba-rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir'



(9) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (closing
conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara
Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajerk atas temuan selama
pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik
y.ng disetuiui maupun yang tidak disetujui dituangkan
dalam Be:rita Acara Hasil Pemeriksaan yang

ditandatangemi oleh Pemeriksa Pajak dan wajib Pajak.

(10) Kertas Kerja, Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan
jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak
k"t g"t.i prosedur pemeriks'aan yang ditempuh'
p.ttgriia, y'ang dilakukan, bukti dan keterangan yang

aim*prlkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan
dengan pelaksanaarl pemeriksaan'

(11) Bukti permralaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti,
baik berupa. keterangan, tulisan, perbuatan, atar benda-
benda yang, dapat memberikan petunjuk bahwa suatu
tindak pia",o" sedang atau telah. terjadi yang Cilakukan
oleh Wajib Ilajak yana dapat menimbulkan kerugian pada

Negara/Daerah.

(12) Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan p4iak
untuk mendapatkan bukti perrrnulaan tentang ada-rrya

dugaan telah ti4aai tindak pidan'r di bidang perpajakan.

(13) Tim Pembatras adalah tim yanl; dibentuk oleh Keparla

Dinas PenduLpatan Daerah Kabuprrtten Katingan, bertugas

untuk membahas perbedaan antara Pendapat Wajib Pajak

dengan Has,ril Pembahasan atas 'Ianggapan wajib Pajak
oleh Tim Perneriksa Pajak.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

BAB II
II,EMERIKSAAN

Pasal 2

Jenis Daeratt terdiri atas :

Pajak Hotel.
Pajak R€::rstoran.

PajakHib,uran.
Pajak Airr Tanah.
PaJak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan'
Bea Perotehan Hak atas Tanah, dan Bangunan'

Pasal 3

Bupati berwenang melakukanr pemeriksaan untuk
*".tgrii ke,patuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah dalam rangka menaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah-

Pelaksanaar:r kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilerksanakan oleh Kepaler Dinas.

(1)

{2)



Pasal 4

(1) T\rjuan PemL,eriksaan adalah untuk :

a. menguji kepatuhan pemenuheLn kewajiban perpajakan
dalam rangka memberika-:rr kepastian hukum,
keadilan, dan pembinaan keparda Wajib Pajak; dan

b. tujuan l.rain dalam rangka rrirelaksanakan ketentuan
peratura-n perundang-undangern perpajakan.

(21 Pemeriksaarn sebagaimana dimakr;ud pada ayat (1) huruf
a dapat dilal<ukan dalam hal :

a. menyampaikan Surat .Pemberitahuan yang
menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah
diberikarrr pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak;

b. menyampaikan Surat .Pemberitahuan yang
menyatakan rugi;

c. tidak nlenyampaikan atau menyampaikan Surat
Pemberil-ahuan objek pajak tr:tapi melampaui jangka
waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;

d. melakuk.an penggabungan, peleburan, pemekaran,
likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya; atau

e. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi
kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk
based sr:lection) mengindikasikan adanya kewajiban
perpajak.an Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai
ketentua,n peraturan perundang-undangan
perpajak.an.

(3) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi pemeriksaan yang dilalrukan dalam rangka :

a. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha
Kena Pajrrk;

b. Wajib Pqiak mengajukan keberatan;
c. pengumpulan bahan guna pen1rusunan Norma

Penghiturlgan Penghasilan Neto;
d. pencocoL:an data dan/atau alarl keterangan;
e. penentuern Wajib Pajak berloker-si di daerah terpencil;
f. pemeriksaan dalam rangka perragihan pajak;
g. penentuem saat produksi dimulai atau memperpanjang

jangka uvaktu kompensasi kerugian sehubungan
dengan Sremberian fasilitas perpajakan; dan I atau

Pasal 5

(1) Ruang linglup Pemeriksaan terdiri dari:
Pemeriksaan Lapangan yang dilerLkukan di tempat Wajib
Pajak;

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dapat dilsrksanakan dengan Perneriksaan Lengkap atau
Pemeriksaan Sederhana Lapangan.



(1)

(2)

(3)

(1)

{2)

Pasal 6

Pemeriksaern dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam PasuLI 3 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan jenis
Pemeriksazrn Kantor atau Pemerilf rsaan Lapangan.

PemeriksaeLn dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasr;rl 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e dilakukan dengan jenis Fi:meriksaan Lapangan.

Dalam harl tertentu, Pemeril'isaan dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Prasal 3 ayat (2) huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e, 'clapat dilakukan dengan
jenis Pemer:'iksaan Kantor.

Pasal 7

Pemeriksaa,n Kantor dilakukan dalam jangka waktu
paling larrra 3 (tiga) bulan drin dapat diperpanjang
menjadi pating lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak
tanggal Wafib Pajak datang me::nenuhi strrat panggilan
dalam rarrgka Pemeriksaan Flantor sampai dengan
tanggal Laproran Hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaa,n Lapangan dilakukzrn dalam jangka waktu
paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang
menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung
sejak tanggal Surat Perintah Perneriksaan s€unpai dengan
tanggal Laproran Hasil Pemeriksaiin.

Apabila d.alam Pemeriksaan Lapangan ditemukan
indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing
dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya
rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan
pengujian )rang lebih mendalam serta memerlukan waktu
yang tebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan
dalam jangJka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam P'asal 3 ayat (2) huruf a,
jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memperhatikan
jangka wal<tu penyelesaian permohonan pengembalian
kelebihan prembayaran pajak.

Pasal 8

Pemeriksaa:n untuk menguji k.epatuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 hants dilaksanakan sesuai
dengan starLldar Pemeriksaan.

Standar Perneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melipuLti standar tlmtlm, standar pelaksanaan
Pemeriksaa:n, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

(3)

(4)

(1)

(2)



(1)

(2)

Pasal 9

Standar utnum Pemeriksaan merupakan standar yang

bersifat pribadi dan berkaitarr dengan persyaratan
Pemeriksa l!'ajak dan mutu peker-iaannya.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh P'emeriksa Pajak yang :

a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang
cukup sr:rta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa
Pajak, clan menggunakan I'reterampilannya secara
cermat dan seksama;

b. jujur darr bersih dari tindaka.n-tindakan tercela serta
senantiarsa mengutamakan kepentingan negara; dan

c. taat tr::rhadap berbagai ketentuan peraturan
perundang-undangan, termasuk taat terhadap
batasan'waktu yang ditetaPkarn.

Dalam herLl diperlukan, Pem.eriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat di..taksanakan oleh tenaga
ahli dari Dinas yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 1O

pelaksanaan lPemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan ke,,rajiban perpajakan harus dilakukan sesuai
itandar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :

a. pelaksanaan Pemeriksaan har-us didahului dengan
persiapan ]riang baik, sesuai dengan tduan Pemeriksaan,
dan mendapat pengawasan yang seksama;

b. luas Pemeri.ksaan (audit scope) ,clitentukan berdasarkan
petunjuk liang diperoleh yang harus dikembangkan
melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan
keterangan, konfirmasi, teknik srmpling, dan pengujian
lainnya berllrenaan dengan Pemeriksaan;

c. temuan Pemeriksaan harus d.idasarkan pada bukti
kompeten yang cukup dan herdasarkan ketentuan
peraturan prerundang-undangan perpaj akan;

d. pemeriksaan dilakukan oleh sua.tu tim Pemeriksa Pqiak
y"t g terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim
serta seorang atau lebih anggota tim;

e. tim Pemerilcsa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf
d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa
Pajak sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 8 ayat (2),

baik yang trerasal dari Dinas mitupun yang berasal dari
instansi di luar Dinas yang tela*r ditunjuk oleh Bupati
sebagai tenLaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di
bidang teknrologi informasi, dan pengacara;

f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajilban perpajakan dapat
dilakukan siecara bersama-sama dengan tim pemeriksa
dari instans;i lain;

g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Dinas, tempat
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak,
tempat tinlggal Wajib Pajak, at.au ditempat lain yang
dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak;

(3)



h.

i.

j.

pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
pelaksanaarn Pemeriksaan didokumentasikan dalam
bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
laporan Ha.sil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar
penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat
Tagihan Pajak.

Pasal 11

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuh€rn pemenuhan
kewajiban perpa"jakan harus didokumentasikan dalam bentuk
Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf i dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :

a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib dlisusun oleh Pemeriksa
Pajak dan berfungsi sebagai :

1. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai
standar pelaksanaan Pemeriksaan;

2. bahan dalam melakukan Pen:rbahasan Akhir Hasil
Pemeriksauu: dengan Wajib Pajak mengenai temuan
Pemeriksai;rn;

3. dasar pemtruatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
4. sumber clata atau informasii bagi penyelesaian

keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib
Pajak; dan

5. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus .rnemberikan gambaran
mengenai :

1. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
2. data., keter'zrngan, danf atau bukti yang diperoleh;
3. pengujiany'ang telah dilakukan; dan
4. Kesimpulan dan hal-hal lain yar].g dianggap perlu yang

berkaitan ctengan Pemeriksaan.

Pasal 12

Kegiatan Pemeril,rsaan untuk menguji lkepatuha.n pemenuhan
kewajiban perpaf akan harus dilaporkan dalam bentuk
Laporan Hasil Pemeriksaan yang disiusun sesuai standar
pelaporan hasil Pemeriksaan yaitu :

a. Laporan Hasi.l Pemeriksaan disusLtn secara ringkas dan
jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa
sesuai dengarr tujuan Pemeriksaan, memuat kesimpulan
Pemeriksa Pajr,rk yang didukung tern.'uan yang kuat tentang
ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan perpajakan dan memuat pula
pengungkapan informasi lain Ji.ang terkait dengan
Pemeriksaan.



b. Laporan Hasril Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan a.ntara lain mengenai:
1) Penugaserin Pemeriksaan;
2) Identitas'Wajib Pajak;
3) Pembuku.ian atau pencatatan Wajib Pajak;
4) Pemenuhan kewajiban perpajallan;
5) Data/infcrrmasi yang tersedia;
6) Buku darr. dokumen yang dipinjam;
7) Materi yang diperiksa;
S) Uraian ha.sil Pemeriksaan;
9) Ikhtisar Lrasil Pemeriksaan;
10) Penghitungan pajak terutang;
11) Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

Pasal 13

(1) Dalam hal Pemeriksaan untulc menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan
jenis Pemeril<saan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib :

a. menyarnl>aikan pemberitahuan seca.ra tertulis tentang
akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan
Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada
waktu melakukan Pemeriksaarx;

c. menjelasJran alasan dan tujuam Pemeriksaan kepada
Wajib Pajak;
memperlihatkan Surat T\rgas kepada Wajib Pajak
apabila siusunan tim Pemeri.ksa Pajak mengalami
perubaham;
menyaml>aikan Surat Pemberitahuan Hasil
Pemerikszran kepada Wajib Pajcrk;
memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam
rangka Fembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam
batas wal<tu yang telah ditentukan;
melakukim pembinaan kepad.a Wajib Pajak dalam
memenul:ri kewajiban perpa-fiakan sesuai dengan
ketentuarr peraturan perundang-undangan
perpajaka.n;
mengemLralikan buku atau cattatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan ,i:ttau pencatatan, dan
dokumen lainnya yang dipin.iam dari Wajib Pajak
paling larna 7 (tujuh) hari sejak: tanggal Laporan Hasil
Pemeriksraan; dan
merahasi'al<an kepada pihak lerin yang tidak berhak
segala sesuatu yang diketahr;ri atau diberitahukan
kepadany'ra oleh Wajib Prajak dalam rangka
PemeriksuLan.

{2) Dalam hal Pemeriksaan untu}r menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakar:. dilaksanakan dengan
jenis Pemeri.li<saan Kantor, Pemeri}:sa Pajak wajib :

a. memperlihatkan Tanda Pengenril Pemeriksa Pajak dan
Surat Per'.intah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada
waktu Perneriksaan;

b. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada
Wajib Pajak yang akan diPerikszr;

d.

e.

f.

ob.

h.

1.



memperllihatkan Surat Ttrgas kepada Wajib Pajak
apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami
perubahan;
memberi.tahukan secara tertulis hasil Pemeriksamn
kepada V/ajib Pajak;
melakuk;ln Pembahasan Ak,trir Hasil Pemeriksaem
apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang
telah ditentukan;
memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajak.annya agar pemenuhan
kewaj ibarr perpajakan dalam ti:rhun-tahun selanjutnya
dilaksan;:tl<an sesuai dengan ketentuan peraturan
perundarrrg-undangan perpaj akian;
mengemil:ralikan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan
dokumerr lainnya yang dipirrLiam dari Wajib Pajak
paling larna 7 (tujuh) hari seja,h tanggal Laporan Hasil
Pemeriksiean; dan
merahasi.iakan kepada pihak Lain yang tidak berhak
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadan3ra oleh Wajib P'rajak dalam rangka
Pemeriksa.an

Pasal 14

(1) Dalam hal Pemeriksaan untulc menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakarr dilaksanakan dengan
jenis Pemerilksaan Kantor, Pemerillsa Pajak berwenang:
a. memangg;:ll Wajib Pajak untuk tlatang ke kantor Dinas

Pendapatan Daerah dengan menggunakan surat
panggilanL;

b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatata,n, dan dokumen lain termasuk data yang
dikelola secara elektronik, y€rngl berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang pajak;

c. meminta lcepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan
guna kelancaran Pemeriksaan;

d. meminta lketerangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak;

e. meminjant kertas kerja pemeriksaarl yang dibuat oleh
Akuntan llublik melalui Wajib Pajak;dan

f. meminta.l<eterangan dan/atau bukti yang diperlukan
dari pihatrr ketiga yang mempunyai hubungan dengan
Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala Dinas.

c.

d.

e.

ob.

h.



Pasal 15

(1) Dalam pr:laksanaan Pemerik'saan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajitlan perpajakan dengan
jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak :

a. meminta, kepada Peme.riksa Pajak untuk
memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan
Surat Perintah Pemeriksaan;

b. meminta kepada Pemeriksa F'ajak untuk memberikan
pemberitahuan secara tertu.fl.is sehubungan dengan
pelaksarraan Pemeriksaan Lapangan;

c. memintl kepada Pemeriksa Flajak untuk memberikan
penjelas'an tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;

d. meminl;L kepada Pemerriksa Pajak untuk
memperJlihatkan Surat T\rgarsl apabila susunan Tim
Pemeriksa Pajak mengalami p,erubahan;

e. menerin:ta Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
f. mengharliri Pembahasan Al'rhir Hasil Pemeriksaan

dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
ob. mengajrrkan permohonan untuk dilakukan

pembaha.san oleh Tim Pembarhas, dalam hal terdapat
perbedaan pendapat antara Wajib PEak dengan
Pemerikr;a Pajak dalam Pernbahasan Akhir Helsil
Pemeriksaan; dan

h. memberi.kan pendapat eLtau penilaian atas
pelaksal:raan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak
melalui pengisian formulir kuesioner Pemeriksaan.

(21 Dalam pr::laksanaan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajitran perpajakan dengan
jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :

a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk
memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan
Surat Perintah Pemeriksaan;

b. memintar kepada Pemeriksa Frajak untuk memberikan
penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;

c. memintil kepada Peme:riksa Pajak untuk
memperlihatkan Surat Tugas apabila slrsunan
Pemeriksa Pajak mengalami p,ergantian;

d. menerinra Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
e. mengharliri Pembahasan Ali:hir Hasil Pemeriksaan

dalam jangka waktu yang telatr ditentukan;
f. mengajukan permohonan untuk dilakukan

pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat
perbeda:rn pendapat antarerr Wajib Pajak dengan
Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan; dan

g. memberikan pendapat ettau penilaian atas
pelaksarraan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak
melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.



Pasal 16

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajitran perpajakan dengan
jenis Pemeriksaan Lapangcln, Wa"iib Pajak wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, dan dokumen lain yang
berhubtrngan dengan penghasilan yang diperoleh,
kegiatar:L usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atam
objek yang terutang pajak;

b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau
mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan
memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut
diduga digunakan untuk rnenyimpan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, dokumen lain,uang dan/atau barang
yang derpat memberi petunjuk tentang penghasilan
yang d:iperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
Wajib F'ajak atau objek yang terutang pajak serta
meminj ermkannya kepada Penreriksa Pajak;

d. memberi bantuan guna kr,:lancaran Perr^eriksaan,
antara lrrin berupa :

1. menyediakan tenaga dan/cr.tau peralatan atas biaya
WajiLr Pajak apabila dalarn mengakses data yang
dikelola secara elektronik. memerlukan peralatan
dan/ia.tau keahlian khusus;

2. memberi kesempatan ke,pada Pemeriksa Pajak
untul< membuka barang b,ergerak dan/atau ticlak
bergerak; dan/atau

3. menyediakan ruangan khusus tempat
dilakukannya Pemeriksaa.n Lapangan dalam hal
jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat
banyak sehingga sulit urrtuk dibawa ke kantor
Dinar;.

e. menyarupaikan tanggapan se:cara tertulis atas Surat
PemberiirLahuan Hasil Pemeriksaan; dan

f. member:ikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang
diperlukan.

(2) Dalam p,r:laksanaan Pemerik,:saan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajib,an perpajakan dengan
jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib :

a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri
Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

b. memper'lihatkan dan/atau rneminjamkan buku atau
catatan,, dokumen yang mer:rjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, dan dokurnen lain termasuk data
yang di.kelola secara elektronik, yang berhubungan
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjara.n bebas Wajib PeiLjak, atau objek yang
terutanll pajak;



memberi bantuan guna kelanc: aran Pemeriksaan;
menyar.paikan tanggapan seoara tertulis atas Surat
Pemberi tahuan Hasil Pemerikr;aan;

e. meminjarmkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat
oleh Akuntan Publik; dan

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang

diperlukre.n.

BAB III
PEMIIIIJAMAN DOKUMEN

Pasal 17

(1) Dalam h.al Pemeriksaan riilaksanakan dengan
Pemeriksaa.n LaPangan :

a. buku, catatan, dokumen, terntasuk data yang dikelola
secara elektronik serta trreterangan lain yang
diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat
p.l"k**r""t Pemeriksaan ditempat Wajib Pdak,
dipit.lu.t, pada saat itu juger dan Pemeriksa Pajak
membuett bukti Peminjaman.

b. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data
yang dilcelola secara elektronik serta keterangan lain

V"^g diperlukan dan belum diperoleh/ditemukan
baai sriat pelaksanaan Pe*reriksaan sebagaimana
dimaksurd pada huruf a, Petneriksa Pajak membuat
surat pr:rmintaan Peminjama:n.

c. buku, -atatan, dokumen, terrnasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterarngan lain sebagaimana
dimaksurd pada huruf b, wljib diserahkan kepada
Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak
surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan
d.okume:n disampaikan kepada Wajib Pajak.

(2) Dalam hLal Pemeriksaan dilaksanakan dengan
Pemeriksaar,n Kantor :

buku, catatan, dokumen, terntasuk data yang dikelola
secara elektronik serta tr<eterangan lain yang
diperluk,:ran oleh Pemeriksa Pajak, harus dicantumkan
pada surat panggilan.
buku, caLtatan, dokumen, tern:lasuk data yang dikelola
secara <,:lektronik serta keterangan lain sebagaimana
dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada sia'at

Wajib Pzrjak memenuhi panggi.lan dan Pemeriksa Pajak
membuat bukti peminjaman.
dalam hal buku, catatan, dc,kumen, termasuk data
yang d,iltelola secara elektron:ik serta keterangan lain
yang dip,erlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib
Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, Pemeriksa Pajak membuat surat
permintaan peminj aman.

c.
d.

a.

b.

C.



d. buku, c:r.tatan, dokumen, terntasuk data yang dikelola
secara elektronik serta ketererngan lain sebagaimana
dimaksuLd pada huruf c, wr,tjib diserahkan kepada
Pemeriksa Pajak paling lamil 1 (satu) bulan sejak
surat pa-nggilan sebagaimana dimaksud pada huru:[ a
yang me:muat permintaan peminjaman diterima oleh
Wajib Par.iak.

(3) Dalam hal buku, catatan, dokurrren, termasuk data yang
dikelola sec:ara elektronik serta keterangan lain beltrm
dipenuhi dam jangka waktu 1 (sr;rtu) bulan sebagaimana
dimaksud prada ayat (1) huruf c atau ayat (21 huruf d
belum terlarnpaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan
peringatan i$ecara tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 18

(1) Setiap penl,erahan buku, catatan, dokumen, termasuk
data yang dikelola secara elektron..ik serta keterangan lain
dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajalrr harus membuat bulrti
peminjaman.

(21 Dalam hal buku, catatan, dan drokumen yang dipinjam
berupa fotocopy dan/atau data yang dikelola secara
elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat
surat pernyrataan bahwa fotocop'y danf atau data yang
dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada
Pemeriksa Pajak adalah sesuai derngan aslinya.

Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c atau ayat (2)
huruf d terlampaui dan surat p,ermintaan peminjamEm
sebagaimanr;r dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b
atau ayat (2) huruf c tidak di.penuhi sebagian atau
seluruhnya, Pemeriksa Pajak harus membuat berita
acara mengenai hal tersebut.

Dalam hal h,uku, catatan, dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu
dilindungi kr.:rahasiannya, Wajib Pajak dapat mengajukan
permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat
dilakukan di tempat Wajib Pajah dengan menyediakan
ruangan khusus.

Pasal 19

(1) Dalam hal F'emeriksaan dilakukan terhadap Wqiib Pajak
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak tidak memenuhi
sebagian atau seluruh pennintaan peminjaman
sebagaimanar dimaksud dalam Pasral 16 ayat (3) sehingga
besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung,
Pemeriksa I'}ajak dapat menghitr.rng penghasilan kena
pajak secara jabatan sesuai dengarn ketentuan peraturan
perundang-uLndangan perpaj akan.

(3)

(4)



(1)

(2)

(3)

(4)

{2\ Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap wajib Paiak
badan dan wajib Pajak tidak rnemenuhi sebagian atau
seluruh per-mintaan peminjaman sebagaimana dimaksud
dalam PaseLl 16 ayat (3) sehingga besarnya penghasilan
kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak
mengusulkran Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 2O

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2OlO tentang Pajak
Bumi darr. Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sehubunga.rn dengan pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib
Pajak harus menandatangarri surat pernyataan
penolakan li'emeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat
pernyataan penolakan Pemt,:riksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita
acara penolakan Pemeriksaan yi'rrg ditandatangani ok:h
Pemeriksa J.'ajak.

Apabila Vl'ajib Pajak tidak memenuhi panggilan
Pemeriksa Pajak daiam rangk,r. Pemeriksaan Kantor,
Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak
d.ipenuhinyr;r p€ulggrlan Pemeriksa.an oleh Waj ib Paj ak.

Apabila pada saat dilakukan lremeriksaan Lapangan,
Wajib Pajak tidak ada ditempat, n:taka :

a. pemeriksraan tetap dapat dilahsanakan sepanjang ada
pihak ya.ng dapat dan mempunyai kewenangan untuk
mewakiliL Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada
dalam kewenangannya, dan selanjutnya Pemeriksaan
ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan
berikutnya;

b. guna keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum
ditakuka-n penundaan Pemeriksaan Lapangan
sebagain:rana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa
Pajak dapat melakukan PenYeg;elan;

c. apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan
setelah ctrilakukan penundaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Wajib Pajak tet:a.p tidak ada di tempat,
Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih
dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang
bersanglrutan untuk mewal'{:ili Wajib Pajak guna
memban tu kelancaran Pemeritr(saaru

d. dalam hril pegawai Wajib Pajan< yang diminta mewakili
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c
menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan,
pegawai Wajib Pajak tersebut harus menandatangani
surat pernyataan penolakan membantu kelancaran
Pemeriksaan;



e. dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak untuk
menandratangani surat pernyataan penolakan
membanrtu kelancaran Penneriksaan sebagaimana
dimaksr:,d pada huruf d, Perneriksa Pajak membuat
berita acara penolakan rnembantu kelancaran
Pemeriksaan yang ditandata-ngani oleh Pemeriksa
Pajak.

(5) Surat perr:Lyataan penolakan Permeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), atau berita acara penolakan
Pemeriksaem sebagaimana dimal<sud pada ayat (2), atau
berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atam surat
pernyataanL penolakan membantu kelancaran
Pemeriksaetn sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
d, atau berita acara penolakan membantu kelancaran
Pemeriksaeur sebagaimana dimahsud pada ayat (4) huruf
e, dapat djLiadikan dasar untuk penetapan pajak secara
jabatan atau diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan'

Pasal 21

pemeriksa Pajal,< berwenang melakukein penyegelan dalam hal
wajib Pajak :

a. tidak memberikan kesempatan r.lntuk memasuki tempat
atau ftrang tertentu serta barang lrergerak danlqta;u tidak
bergerak; dan/atau

b. tidak memb,eri bantuan guna kelancaran Pemeriksaan
yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan
untuk menggakses data yang ditrcelola secara elektror:ik
dan/atau nlembuka barang bergerak dan/atau tidak
bergerak.

Pasal22

Untuk m,emperoleh penjelasa.n yang lebih rinci,
Pemeriksa lPajak melalui Kepala Dinas dapat memanggil
Wajib Pajal,r.

Penjelasan Wajib Pajak yang diberikan kepada Pemeriksa
Pajak seba;5;aimana dimaksud pa.da ayat (1), dituangkan
dalam beril:a acara pemberian kelierangan Wqiib Pajak-

Pasal 23

(1) Pemeriksa Pajak melalui Kepala. Dinas, dapat meminta
keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan
Pemeriksaa-n yang sedang dilakukan terhadap Wajib
Pajak kepacla pihak ketiga secaru, tertulis.

(1)

(2)

I



(21 Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling larna
7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan
keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang
berwenang.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)) tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa
Pajak seger{l menyampaikan Suralt Peringatan I.

{4) Apabila Surat Peringatan I tidak dipenuhi oleh pihak
ketiga, Pen::reriksa Pqlak segera menyampaikan Surat
Peringatan 1.1.

(5) Apabila Surat Peringatan II tidrrk juga dipenuhi oleh
pihak ketiga, Pemeriksa Pajak siegera membuat berita
acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan atau
bukti dari pihak ketiga.

Pasal 24

Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhzrn pemenuhan
kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib
Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak
untuk hadir dalam pembahasan akhir.

Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayzrt (1) tidak dilakukan
apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan
Bukti Permurlaan.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya
disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir,
faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.

Wajib Pajak wajib memberikan t.anggapan tertulis atas
Surat Pemberitahuan Hasil Penneriksaan dan berhak
hadir dalam Pembahasan Akhir Heisil Pemeriksaan paling
lama :

a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk
Pemeriksiaan Kantor;

b. 7 (tujuh) hari kerja sejak Surert Pemberitahuan Hasil
Pemeriksctan diterima oleh Wajib Pajak untuk
Pemeriksrtan Lapangan.

(1)

(2)

(3)

(4)



(1)

Pasal 25

Apabila dzrlam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam PaseLl 23 ayat ( ) Wajib Pa,jak menyampaikan surat
tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang
persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir
dalam Pemlbahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeril';sa
Pajak menggunakan tanggapan tersebut sebagai dasar
untuk mernbuat risalah pembalhasan dan berita ac€!.ra

Pembahasa-n Akhir Hasil Pemeriksaan, yang
ditandatanglani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib
Pajak.

Apabiia daLlam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasarl 23 ayat (a) Wajib Pajak menyampaikan surat
tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang
persetujuzu:. atas seluruh hasil Pemeriksaan narnlln tidak
hadir dalaLm Pembahasan Akh.ir Hasil Pemeriksaan,
Pemeriksa P4jak menggunakan surat tanggapan tersebut
sebagai dasar untuk membuat ri.salah pembahasan dan
berita oci:rLro. ketidakhadiran Wajib Pajak dalam
Pembahasam Akhir Hasil Pemeriksaan, yang
ditandatang;ani oleh Pemeriksa Perjak.

Apabila da-lam jangka waktu siebagaimana dimaksud
dalam Pasa-n 23 ayat (4) Wajib Pajak menyampaikan surat
tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang
ketidaksetuiiuan atas sebagiart atau seluruh hasil
Pemeriksaan dan hadir datram P'rembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat
tanggapan tersebut sebagai detsar untuk melakukan
pembahasan akhir dengan W'ajib Pajak dan hasil
pembahasannya dituangkan dalarm risalah pembahasan
dan berita acara Pembahasan A.trtrir Hasil Pemeriksaan,
yang ditanclatangani oleh Tim Perneriksa Pajak dan Wajib
Pajak.

Apabila da-lam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (a) Wajib Pajak menyampaikan surat
tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang
ketidaksetujuan atas sebagianL atau seluruh hasil
Pemeriksaan namun tidak haclir dalam Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeri.ksa Pajak menggunakan
surat tangg;apan tersebut sebagai dasar untuk membuat
risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran
Wajib Pajak dalam Pembahasan ltkhir Hasil Pemeriksaan,
yang ditandratangani oleh Pemeriksa Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (4) Wajib Pajak tidak menyampaikan
surat tanggapan hasil Pemeriksaan dan tidak hadir
dalam Pem'bahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa
Pajak memlbuat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak
dalam Pen:rbahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang
ditandatangani oleh Pemeriksa Paiak.

{21

(3)

{4)

(s)



(6) Daiam hal Wajib Pajak tidak hr,rdir dalam Pembahasan
Akhir HasiLI Pemeriksaan dan Pemeriksa Pajak telah
membuat dan menandata::rgani berita acara
ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
ayat (4\, atau ayat (5), Petrbahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.

(7) Dalam hal Wqjib Pajak menolak menandatangani berita
acara PemLrahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Pemeriksa Pajak
membuat ,r:atatan tentang penolakan tersebut dalam
berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(8) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib
Pajak dengran Pemeriksa Pajak dra.lam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan
permintaan agar perbedaan tersebut dibahas lebih
dahulu oleh Tim Pembahas.

(9) Hasil pembatrrasan oleh Tim Peml:rahas dituangkan dalam
risalah Tinn Pembahas yang nrerupakan bagian dari
Kertas Kerjr,r Pemeriksaan.

(1O) Jangka Waktu Pembahasan Al,lhir Hasil Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dengan jenis Pemr,:riksaan Kantor harus
diselesaika:::r paling lama 3 (tiga) rninggu.

(11) Jangka Waktu Pembahasan Alchir Hasil Pemeriksaan
untuk mt,:nguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dengan jenis Pemeri.ksaan Lapangan harus
diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 26

(1) Risalah permbahasan dan berita €rcara Pembahasan Akhir
Hasil Pem,eriksaan merupakan bagian yang tidak
terpisahkarr dari Laporan Hasil Pemeriksaan.

(2) Pajak yang terutang dalam surart ketetapan pajak atau
Surat Tagih.,an Pajak dihitung sesuai dengan Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:
a. Dalam hal Wqjib Pajak tidak hra.dir dalam pembahasan

akhir tetapi menyampaikar: tanggapan tertulis
sebagainlana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau
ayat (41, pajak yang terutanl;1 dihitung berdasarkan
hasil Pemeriksaan yang telatr diberitahukan kepada
Wajib rt'ajak dengan merrrperhatikan tanggapan
tertulis cl.ari Wajib Pajak;

b. Dalam hra.i Wajib Pajak tidak hredir dalam pembahasan
akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis
sebagain:rana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), pajak
yang terutang dihitung berdasarkan hasil
Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib
Pajak.



Pasal 27

(1) Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil

Pemeriksaarl yang dilaksanakan tanpa:
a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan; atau
b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, daPat

(2)

dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan
permohonan Wajib Pajak oleh tsupati'

Dalam hal rlilakukan pembatalarLL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), p.o""" Pemeriksaan harus dilanjutkan
d.rrg".r" *u,iui..u'rakan prosedutr penyampa'itl' Surat

Pemberitahruan Hasil Perneriksaan dan/at'au
Pembahasa-n Akhir Hasil Pemeriksaan'

Dalam hal pembatalan dilakuk;ur karena Pemeriksaan
dilaksanakrm tanpa penyampaia':n Surat Pemberitahuan
Hasil Perrteriksaan, berdasarlcan surat keputusan
p"*n"t"t"t, hasil Pemeriksaijln, Pemeriksa Pajak

melanjutka:n Pemeriksaan d.engar[ memberitahukan hasil

Pemeriksaa-n kepada Wajib F'ajak dan melakukan
pembahasa:n akhir dengan prosedur sebagaimana

dimaksud d.alam Pasal 24 dan Pasal 25'

Pasal 28

walaupun telah melakukan Perrreriksaan, dengan syarat

Bupati bel,m menerbitkan surat. ketetapan pajak, Wajib
eajat< dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan
diam laL,oran tersendiri tentang ketidakben€u'an

pengisian siurat Pemberitahuan yang telah disampaikan

"e"ri"i de:ngan keadaan y{ulg sebenarnya dan

Pemeriksaa-n tetaP dilanjutkan.
pengungka.pan dalam laporan tersendiri tentang
ketidakben,aran pengisian liurat Pemberitahuan
sebagaimama dimatsud pada ayat (1), hanya dapat

dilalirkan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaarl'

pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang
ketidakben,aran pengisian surat Pemberitahuan

""bu.g.i*"rr. 
dimatsud pada ayat (1) 91t! Pemeriksa

pajaf, diperlakukan sebagai tambahan informasi atam

dala dan rnenjadi bahan pertimbangan bagi _Pemeriksa
pajak sebelum menyampaikan surat Pemberitahuan
Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak'

Pasal 29

Pemeriksaam untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan
Bukti Perrnulaan aPabila:
a. pada saat pelaksanaan p,emeriksaan ditemukan

"d"ty. 
indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;

(3)

(1)

(2t

(3)

(1)



I
]

I

1

i

b. pada saLat Wajib Pajak badan diperiksa memenuhi
ketentuetn sebagai.mana dim,zrksud dalam Pasa1 18

ayat (2); atau
c. Wajib Pr:tjak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan,

tidak rnemenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor,
menolak membantu kela.ncaran Pemeriksaan
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 19 dan terhadap
Wajib Perjak tersebut tidak dil:.kukan penetapan pajak
secara jabatan.

Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan
Pemeriksaan sebagaimana dimahsud dalam Pasal 4 ayat
(2i., usulan Pemeriksaan BuLkti Permulaan harus
memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan
pengembaUan kelebihan pembayzrran pajak.

Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
pelaksanaan Pemeriksaan diher:Ltikan dengan membuat
Laporan i{asil Pemeriksaan sumir, kecua-li usulan
Pemeriksaa.n Bukti Permula.an terkait dengan
permohonan pengembalian kelebi.han pembayaran pajak,
penyelesaia..n Pemeriksaan ditangiguhkan sampai dengan :

;. Pemerik,saan Bukti Permulaar:. diselesaikan dan tidak
dilanjutkan dengan PenYidikarr;

b. penyidikan dihentikan dan
penuntr.ttan;

c. diterimanya putusan perrgadilan yang telah
mempuflyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan
Wajib Pajak bebas atau lepzls dari segala tuntutan
hukum.

Pasal 3O

Pemeriksaa.:n yang ditangguhkan sebagai.mana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (3) dilanjutkan sesuai dengan
ketentuan y'ang berlaku, aPabila:
a. Pemeriksaan Bukti Permul;,nn tidak dilanjutkan

dengan penyidikan;
b. penyidik'an dihentikan karena tidak dilakukan

penuntutan
c. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap yang rnenyatakan Wajib Pajak
bebas at.au lepas dari segala tuntutan hukum.

Da-lam heil Pemeriksaan dilernjutkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), janglca waktu Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pilsal 6 ayat (1), ayat (2),

dan ayat ({3) diperpanjang unturk jangka waktu paling
lama 3 (tige$ bulan.

(2)

(3)

tidak dilakukan

(1)

(2)



(1)

Pasal 31

(1) Pemeriksaa:n Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan
instruksi at.au persetujuan Bupat.i.

(2) lnstruksi aLau persetujuan Buperti untuk melaksanakan
Pemeriksaan Ulang dapat diberikern :

a. Apabila Lerdapat data baru rnasuk data yang semula
belum terungkaP; atau

b. Berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas'

(3) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan harus didahului dengan Pemeriksaan ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal
sebelumnyer terhadap kewajiban perpajakan yang sEulla

telah diterbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil
Pemeriksaan.

Pasal 32

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam
rangki melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dapat meliputi penentuan,
percocbka.,, atau pengumpulan materi yang berkaitan
dengan tujuan Pemeriksaan.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanal<an ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara
lain sebagai berikut:
1. Pengukuhan atau penc:abutan pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak;
Wajib Paf ak mengajukan kebei:atan;
Pengumpulan bahan guna penJrusunan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto;

4. PencocolLlan data dan/atau ala.t keterangan;
5. Penentuan Wajib Pajak berlokresi di daerah terpencil;
6. Pemerik,,iaan dalam rangka penagihan pajak;
7. Penentu,ztn saat produl<si dimulai atau

memperjpanjang jangka waktu kompensasi kerugian
sehuburrgan dengan pemberian fasilitas perpaj akan;

Pasal 33

(1) Pemeriksaa:n untuk tujuan lain dengan kriteria
sebagaimafla dimaksud dalam Pursal 31 dapat dilakukan
dengan jenris Pemeriksaan Kanrtor atau Per4eriksaan
Lapangan.

{21
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(2\ Jangka wi;Lktu Pemeriksaan l(antor terkait dengan
Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling lama 7
(tujuh) hari dan dapat diperpanjarng menjadi paling larna
14 (empat lSelas) hari yang dihitrr-rng sejak tanggal Waiib
Pajak datar Lg memenuhi surat panggilan dalam rangka
Pemeriksaatr Kantor sampai dt:ngan tanggal Laporan
Hasil Pemeriksaan.

Jangka wal<tu Pemeriksaan Lallangan terkait dengan
Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling larna 2
(dua) bulan dan dapat diperpanjzrng menjadi paling lama
4 (empat) bulan yang dihitunlg sejak tanggal Surat
Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan
Hasil Pemer:lksaan.

Dalam hal Pemeriksaan untuk tug'uan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan
berdasarkan permohonan Wajih, Pajak, jangka waktu
PemeriksaaLn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau
ayat (3) hanls memperhatikan jangka waktu penyelesaian
permohona::r penghapusan Nomor" Pokok Wqiib Pajak.

Dalam hal .Pemeriksaan untuk fi:fuan lain sebagaimana
dimaksud cl.alam Pasal 31 ayat (2) huruf c diiakukan
berdasarko,il permohonan Pengusaha Kena Pajak, jangka
waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

atau ayat (3) harus memperlt.atikan jangka waktu
penyelesaiarr permohonan pencabutan pengukuhan
Pengusaha lKena Pajak.

Pasal 34

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan
sesuai dengra.n standar Pemeriksaan.

(21 Standar Pe:meriksaan untuk tujuan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar
pelaksanaarr Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil
Pemeriksaan.

Pasal 35

Pemeriksa Pajatr< yang melaksanakan Pemeriksaan untuk
tujuan lain juga harus memenuhi standar umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (21.

Pasal 36

Pelaksanaan Pen:reriksaan untuk tujuaun lain harus dilakukan
sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:
a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan

persiapan yarng baik, sesuai dengz,ur tduan Pemeriksaarn
dan mendapat. pengawasan yang seJlcsama;

(3)

(4)

(5)



b.

C.

d.

luas Pemeriksaan disesuaiki,rn dengan kriteria
dilakukannynl Pemeriksaan untuk 1,.ujuan lain;
Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak yang
terdiri dari seorang supervisor, sieorang ketua tim, dan
seorang atau lebih anggota tim;
Pemeriksaan dapat dilaksanakan tli kantor Dinas, tempat
kegiatan usatra atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat
tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap
perlu oleh Perneriksa Pajak;
Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan di lua.r jam kerja;
Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam
bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
Laporan Hasjil Pemeriksaan untuk tujuan lain digunakan
sebagai dasar penerbitan surat keputusan atau sebag;ai
bahan masul.:an untuk pembuatan keputusan.

Pasal 37

Kegiatan Pemr:riksaan untuk tujuan lain harus
didokumentasikan dalam bentuk Kertas Keda Pemeriksaan
sebagaimana dirnaksud dalam Pasa.l 35 huruf f dengan
memperhatikan .Lral-hal sebagai berikut :

a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib di.susun oleh Pemeriksa
Pajak dan berllungsi sebagai:
1. Bukti bahwa Pemeriksa Pajak telah melaksanakan

Pemeriksanan berdasarkan standaLr Pemeriksaan; dan
2. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;

b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus rnemberikan gambaran
mengenai:
1. data, keterangan, danf atau buk,tj yang diperoleh;
2. prosedur Femeriksaan yang dilal:sanakan; dan
3. simpulan ,clan hal-hal lain yanlg dianggap perlu yang

berkaitan cl.engan Pemeriksaan.

Pasal 38

Kegiatan Pemerihsaal untuk tujuan lain harus dilaporkan
dalam bentuk L,aporan Hasil Pemeriksaan yang disusun
sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:
a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusutn secara ringkas dan

jelas, memuat. rLl€Lng lingkup atau pos-pos yang diperiksa
sesuai denga.n tujuan Pemeriksaztn, memuat simpulan
Pemeriksa Pajak dan memuat pula pengungkapan
informasi lain yang terkait;

b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain antara lain
mengenai:
1. Penugasan Pemeriksaan;
2. Identitas Wajib Pajak;
3. Dasar (tujuan) Pemeriksaan;
4. Buku dan clokumen yang dipinja:m;
5. Materi yang diperiksa;
6. Uraian has:il Pemeriksaan;
7. Simpulan dan usul Pemeriksa.

e.

ctb.



Pasal 39

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan
jenis Pemer.iksaan Lapangan, PerrLreriksa Pajak wajib:
a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan

Surat Pedntah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada
waktu Pemeriksaan;

b. mernberj.tahukan secara tertulis tentang
dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain kepada
wajib Pqiak;

c. menjelaskan alasan dan tujuzrn Pemeriksaan kepada
Wajib Pajak yang akan diperiksa;

d. menunjukkan Surat T\-rgas kepada Wajib Pajak
apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami
perubahem;

e. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar
penJrusunan Laporan Hasil Pemeriksaan;

f. mengemt>alikan buku, catatan, dan dokumen
pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak
paling larna 7 (tujuh) hari sejatr< tanggal Laporan Hasil
Pemeriks,aan; dan f atau

g. Merahasierkan kepada pihak lain yang tidak berhak
segala sesuatu yang diketahrLri atau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
Pemeriksi;tan.

(2) Dalam hal F'emeriksaan untuk tu.juan lain dilaksanakan
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib:
a. menyampraikan surat panggilari tentang dilakukannya

Pemeriksaan untuk tujuan lain kepada Wajib Pajak;
b. memperli.tratkan Tanda Pengenra"l Pemeriksa Pajak dan

Surat Perj,ntah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada
waktu Perneriksaan;

c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada
Wajib Pajl,rk yang akan diperiksa";

d. memperli.lhatkan Surat T\:gas kepada Wajib Pajak
apabila terdapat perubahan sllsunan Tim Pemeriksa
Pajak;

e. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar
pen5rusunian Laporan Hasil Pemeriksaan;

f. mengembrrlikan buku, catatan, dan dokumen
pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak
paling lan:La 7 (tujuh) hari sejak, tanggal Laporan Hasil
Pemeriksz:tan; dan/atau

g. merahasiarkan kepada pihak lerin yang tidak berhak
segala sesuatu yang diketahuri atau diberitahukan
kepadanyr,r oleh Wajib Perjak dalam rangka
PemeriksaLan.



(1)

Pasal 4O

Dalam hal .Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan
dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak
berwenang:
a. meminjarn dan memeriksa buku atau catatan,

dokumert yang menjadi da.sar pembukuan atau
pencatatzm dan dokumen ledn yang berhubungan
dengan tujuan Pemeriksaan;

b. mengaksr:s dan/atau mengunriuh data yang dikelola
secara elektronik;

c. memasulL,ii dan memeriksa temrpat atau ruang, barang
bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau
patut didtuga digunakan untuk menyimpan buku atam
catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, dokumen la.in, dan/atau barang,
yang berkaitan dengan tujuan .Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak; dan/atau

e. merninta keterangan dan/atam data yang diperlukan
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan
Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala Dinas.

Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak
berwenang:
a. meminja-rn dan memeriksa buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatztn, dan dokumen lain termasuk data yang
dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaarr bebas Wajib Pajak atlau objek yang terutang
pajak;

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak; dan/atau

c. meminta keterangan dan/atatr data yang diperlukan
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan
Wajib Pajnk yang diperiksa melalui Kepala Dinas.

Pasal 41

(1) Dalam pelal<sanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain
dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhah:
a. meminta kepada Pemeri.lksa Pajak untuk

memperlihatkan Tanda Pengeniia.l Pemeriksa Pajak dan
Surat PerjLntah Pemeriksaan kepada Wajib P{ak pada
waktu Per:neriksaan;

b. meminta )kepada Pemeriksa Pa,iak untuk memberikan
pemberiteihuan secara tertulisi sehubungan dengan
pelaksanelan Pemeriksaan Lapangan;

c. meminta }<epada Pemeriksa Pa;iak untuk memberikan
penjelasa:n tentang alasan dan t.ujuan Pemeriksaan;

(2)



d. meminta kepada Pemeri.ksa Pajak untuk
memperllLhatkan Surat Tugas apabila terdapat
perubahiln susunan Tim Pemeriksa Paiak; dan/atau

e. memberil<an pendapat ata.u penilaian atas
pelaksan.iaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak
melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

(2) Dalam pelaLksanaan Pemeriksaarn untuk tduan lain
dengan jenisi Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak:
a. meminta kepada Pemer:iksa Pajak untuk

memperlihatkan Tanda Penger.ral Pemeriksa Pajak dan
Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada
waktu Pe:.meriksaan;

b. meminta kepada Pemeriksa Pe{ak untuk memberikan
penjelasarn tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;

c. meminta kepada Pemerj.ksa Pajak untuk
memperlilhatkan Surat Tfrglas apabila terdapat
perubahem Susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/atau

d. Memberil<an penCapat at.au penilaian atas
pelaksanrran Pemeriksaan cr,leh Pemeriksa Pqiak
melalui p,r=ngisian formulir Kuesiioner Pemeriksaan

Pasal 42

Dalam pela-ksanaan Pemeriksaa.n untuk tujuan lain
dengan jenisr Pemeriksaan Lapangr:m, Wajib Pajak wajib :

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau p,r:ncatatan dan do,kumen lain, yang
berhuburrgan dengan tujuan Pemeriksaan;

b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau
mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

c. memberi kesempatan untuk r,nemasuki tempat atau
ruang penyimpanan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan
dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya
kepada Pemeriksa Pajak; dan/atau

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta
memberikan data dan/atau keterangan lain yang
diperlukan.

Dalam pelal<sanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain
dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
a. memperlilhatkan dan meminjamkan buku atau

catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan dan dokumen lain, yang
berhubun.gan dengan tujuan Pemeriks aan; dan / atau

b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta
memberikan data dan/atau keterangan lain yang
diperluka:n.

(1)

(2)



(1)

Pasal 43

Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi dan

keterangan lain yang dipinjam harus disesuaikan dengan

a":r"" "d*, kriterii Pemeriksaan untuk tdu'n lain

setagaimana dimaksud dalam Parsal 31'

Peminjamarr buku, catatan, da1 dokumen serta data'

informasi, dan keterangan lairr harus dilaksanakan

""*ru.i 
denpgan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 dan Pasal 17.

Pasal 44

Apabila d.all,am Pemeriksaan untuk tujuan larn Wajib
pajaf< tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud

diam Pasar] 41, Wajib eaSat< 'harus menandatangani
surat pernyataan penolakan Pemeriksaan'

Da]amhalterjadipenolakanrrntukmenandatangani
surat perrr)/ataan penolakan Prerneriksaan sebagaimana

ai*rt 
"rra iada.yti 1r1, Pemeriksia Pajak membuat berita

acara p".,o].*k',-Pemeriksaan yatng ditandatangani oleh

Pemeriksa I'ajak.

Pasal 45

Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan

atau berita acara penolakan Per:rreriksaan sebagaimana

dimaksud cn.alam Pasal 43, permolfronan wajib Pajak tidak
dapat diproses atau dlpertirnbangkan dalam hal
pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:

a. penentui:m Wajib ea.;af berlokersi di daerah terpencil;
b. penentuan ""t atau lebih rlempat terutang Pajak

Pertambrzrhan Nilai; dan/atau
c. penentui,m saat produifrsi dimulai atau

memperf,anJ ang j angka waktu kompensasi kerugian ;

d. sehubungan dengan pemberia:r fasilitas perpajakan.

Pasal 46

Dalam pelaksanaan Pemeriksaern untuk tujuan lain,
Pemeriksa Pajak melalui Kepala Dinas juga dapat
memanggil w;jib Pajak untuk memperoleh penjelasan
yang lebih rinciatau meminta ket.erangan dan/atau bukti
V""E berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga
sebagaimanLa dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang
Nomor 6 Ta.hun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
cara Perpajakan sebagaimana telah diubah ketiga kali
dengan Unclang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO7 '

permintaan keterangan kepada lvajib Pajak atau kepada
pihak ketigra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilaksanakzrn sesuai dengan l<etentuan sebagaimana
dimaksud cltalam Pasai 2l danPasal22.
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Pasal 47

Hal-hal yang beium cukup diatur daiam peraturan Bupati ini,
akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dirnas.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini <lengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

pada tanggal

memerintahkan
penempatannya

Ditetapkan d.i Kasongan
padatanggal, 4 Nsper"r."vru s!1'L-

BUTATI KATINGAN,

V

t)Ax*rr2-
DUWEI, RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 1 Xr-o;aBH0"1r, bo1)-

BEzuTA DAERAH KABUPATEN KA'IINGAN TAHUN 2012 NOMOR 8:-

SEKRBTARIS


